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ABSTRAK
Judul : Pemberian Maaf Pihak Keluarga Korban Terhadap Terpidana
Hukuman Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)
Nama : Sendra Fernando Saputra

NIM : 52081001049

Permasalahan penerapan hukuman mati selalu menjadi hal yang kontroversi di
Indonesia, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun
masyarakat sendiri. Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati antara hukum
pidana positif dengan hukum pidana Islam dapat dilihat dari penerapannya. Indonesia
menerapkan hukuman mati tanpa adanya unsur pemaafan, berbeda dengan hukum
pidana Islam yang mengenal adanya unsur pemaafan. Sebagai negara yang mayoritas
masyarakatnya beragama Islam, Indonesia menginginkan agar hukum pidana Islam
dapat diterapkan di Indonesia. Namun, pemerintah tidak menyetujui hal tersebut
karena hukum pidana Islam dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak pantas
diterapkan di Indonesia terutama hukuman mati menurut Islam, karena dianggap
melanggar nilai-nilai pancasila sebagai dasar hukum negara dan melanggar HAM.
Walau demikian, banyak umat Islam di Indonesia yang menerapkan hukum dalam
syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pada skripsi ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas. Pertama apakah ada
persamaan dan perbedaan bentuk penghukuman di dalam jarimah hudud, jarimah
qishash dan diyat dan jarimah takzir dengan konsep hukum pidana positif? Kedua
Bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terhadap
pemaafan dari pihak korban dalam hal pidana mati?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil jawaban bahwa
terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada konsep penghukuman hukum
pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP). Persamaannya adalah keduanya
sama-sama mengatur bentuk penghukuman berdasarkan berat ringannya hukuman,
sama-sama mengatur hukuman mati sebagai hukuman terberat pada tindak pidana
tertentu. Perbedaannya terdapat pada hukuman mati dan penerapannya. Hukum
pidana Islam mengenal adanya unsur pemaafan dari pihak keluarga korban,
sedangkan pada hukum pidana positif tidak mengenal adanya unsur pemaafan.
Hukum pidana Islam mengenal adanya unsur pemaafan dari pihak keluarga korban,
sedangkan hukum pi(!ana positif tidak mengenal adanya unsur pemaafan, tetapi
terdapat‘ konsep keadilan .restoratif (Restorative Justice) pada RKUHP sehingga
ﬁasat dihubungkan dan ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan diantara
eduanya.

Kata Kunci : Hukuman Mati, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, Qishash
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1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang memberlakukan
hukuman mati sebagai salah satu hukuman paling berat (maksimal) menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati ialah suatu hukuman atau
vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman
terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.l

Permasalahan penerapan hukuman mati di dunia selalu menjadi hal yang
kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun
masyarakat sendiri seperti Belanda, Amerika, Portugal, Austria dan negara-negara
Eropa lainnya tidék terkecl;ali di Indonesia, karena dirasa melanggar hak yang paling
mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup® dan memperbaiki kehidupannya.?

Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati antara hukum pidana positif

dengan hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa kasus WNI sebagai TKW di

! Hukuman Mati di Indonesia.http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, Di akses pada 28
Februari 2012.

? Amandemen kedua konstitusi UUD '45, pasal 28 ayat 1, menyebutkan: "Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa]?un", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman
mati.

3 Rachmat Djatnika, “Aktualisasi Hukum Islam”, Artikel, , Beberapa Aspek Fundamental di

Sekitar Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perpekstif Islam, dalam Jurnal Dua Bulanan Al Hikmabh,
Jakarta, 1995, him. 45.


http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati

Arab Saudi yang dipidana mati atas tindai<an yang dilakukannya. Seperti kasus
Susanti binti Mahpud, tenaga kerja wanita asal Kébupaten Karawang, Jawa Barat,
telah divonis hukuman mati pengadilan di Riyadh, Arab Saudi, pada 20 April 2011,
setelah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan apak majikannya. Susanti
divonis hukuman mati secara had. Bukan hukuman mati secara gishash karena
pembunuhannya dilakukan secara diam-diam, dari belakang. 4 Berbeda dengan
Susanti, Tuti Tursilawati dijatuhi hukuman mati secara q.z;hash atas perbuatannya -
membunuh majikan pria dan tidak mendapat pemaafan dari pihak keluarga korban.’
Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat berbeda penerapan hukuman mati di
Indonesia yang menerapkan hukum pidana positif dengan Arab Saudi ymé
menerapkan hukum pidana Islam.

Hukuman mati merupakan ancaman maksimal terhadap suatu tindak pidana
yang telah diatur secara normatif dalam Pasal 10 KUHP sebagai pidana pokok dan
telah dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut dapat ditelus.ur-i dari beberapa Pasal
dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan diluar KUHP yang memuat
ancaman hukuman mati. Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam
kejahatan yang diancam pidana mati dan di luar KUHP ada lima macam Peraturan

Perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati.

4 .
Hukuman mati di Arab Saudi terhadap TKW. http://id.berita.yahoo usanti-sudah-
o mati . ; .com/s ti-
divonis-hukuman-mati-april-2011-172615374.html. Diakses pada 22 Maret 2¥)12. .

5
Hukuman mati di Arab Saudi terhadap TKW. http : i i
— p ttp ://fokus.vivanews.com. Diakses pada 22


http://id.berita.yahoo.com/susanti-sudah-di
http://id.berita.yahoo.com/susanti-sudah-di

Berdasarkan Pasal-pasal dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pidana mati tersebut, menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia
semakin berkembang dalam tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Sepanjang masih banyak Pasal-pasal KUHP. dan Undang-undang yang mengancam
pelakunya dengan pidana mati maka akan timbul banyak perdebatan mengenai
dampak terhadapnya.

Hukuman ;nati selalu diperdebatkén dalam penerapannya di Indonesia, maka
muncul dua pandangan yang saling bertentangan. Pandangan pertama, berpendapat
bahwa pidana mati tetap perlu ada, dengan alasan karena Indonesia mengakui bahwa -
hukuman mati layak diterapkan dalam Sistem Hukum Nasional karen'a untuk
sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam
kehidupan manusia dan stabilitas negara. Adapun alasan-alasan umum yang diberikan
oieh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl,
Garofalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah :°

1. Orang—orang_ berbfihaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan
menghalangi kemajuan masyarakat.

2. Sebagai Perwujudan pembalasan.
3

. Jika seorang penjahat besar yang dimasukan dalam penjara tidak dibunuh
maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
4, Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam
penjara.
5. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.

6 n
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini
Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, him. 23 * aoa Lati, Kini dan Mosa



Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan
bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan
pancasila sebagai dasar negara yaitu prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di Nederland dibentuk suatu panitia aksi penentang terhadap terpidana mati
yang diketuai oleh P.J. Meertens yang telah mengajukan tujuh alasan dasar
penolakan tehadap terpidana mati, yaitu: 7

1. Jika hakim dalam memberikan putusan salah dan pidana mati sudah
dilaksanakan maka tidak dapat dibetulkan lagi.

2. Suatu pidana yang tidak memungkinkan lagi suatu penjelasan dari pihak
narapidana tidak dapat diterima.

3. Mengenakan lagi terhadap pidana mati berarti kemunduran dalam
kebudayaan.

4. Pidana mati pada umumnya menyebabkan para waris leblh menderita
daripada narapidana sendiri.

5. Ditakutkan bahwa sesudah beberapa orang nasional-sosialis dipidana mati
banyak orang akan gembira terhadap berlangsungnya jiwa nasional-sosialis.
Negara yang menentang pidana mati dewasa ini berjumlah 111 negara

sedangkan yang masih mempertahankan berjumlah 84 negara termasuk Indonesia.
Alasan penghapusan pidana mati di negara-negara tersebut bervariasi. Sebagian
menghapus dari sistem hukum pidananya karena ada pengertian yang lebih luas
tentang arti hak asasi manusia. Seorang hakim Contitutional Court di Afrika Selatan
melarang pelaksanaan pidana mati dalam konstitusi baru dan menyebut hak atas
hidup sebagai hak-hak yang paling terpenting dari semua hak asasi manusia dan harus
ditunjukan oleh negara dalam semua tindakannya termasuk cara menghukum

kriminal. Sebaliknya ada juga Negara yang pernah menghapus dan memberlakukan

lagi seperti Filipina, Nepal, Papua nugini, dan Rusia.

? Ibid. him. 36



Sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia
(hampir 90% beragama Islam) Indonesia tetap menjaga aspirasi masyarakat untuk
mempraktikkan hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka timbul pertanyaan bagaimana bila
hukuman mati menurut ajaran Islam diterapkan di Indonesia. Di dalam konteks
tersebut, umat Islam memandang perlunya menerapkan hukuman mati di Indonesia
dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti jarimah hudud,
Jjarimah gqishash dan diat dan jarimah takzir.

Indonesia memang tidak menerapkan hukum yang berlaku bagi agama Islam
terutama hukum pidananya, karena hukum pidana Islam dianggap kejam, tidak
manusiawi, melanggar HAM dan tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Tetapi, bila dilihat dari tujuannya hukum pidana Islam berlaku kejam dan tegas agar
pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya sehingga menciptakan
ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat.

Berbicara mengenai Hukum Pidana Islam harus mengacu kepada Al-Quran
dan As-Sunnah atau Al-Hadits yang menjadi sumber utama hukum Islam. Hukum
Pidana Islam atau figh jinayah® merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang
materinya kurang dikenal oleh masyarakat muslim. Bahkan bagi para ulama tertentu

masih ada yang beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam Al-

8 .
Figh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara® yang berkai
. ina g berkaitan dengan masalah perbuatan
yang dllarang_ (Janr.nah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. ix.



Quran sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern. Namun, bila
dilihat dari definisinya hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal.”

Berdasarkan sejarahnya hukum pidana Islam berlaku semenjak diutusnya
Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah, hukum pidana Islam
berlaku sebagai hukum publik'®, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh
pemerintah selaku penguasa yang sah atau w/il amri (hakim)."! Ulil amri memiliki
kewenangan untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya.
Al-quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya
baik tentang kejahatan maupun pelanggaran diberikap kepada penguasa. Ketentuan
umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap
individu maupun masyarékat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan
hukuman.'?

Di dalam syariat Islam, hukuman dikenal dengan istilah “jarimah”. Imam Al-
Mawardi berpendapat bahwa jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh
syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir."* Jarimah dalam
istilah hukum pidana Indonesia dapat diartikan sebagai peristiwa pidana. Menurut
Mr. Tresna, peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan

? Bersifat Universal maksudnya Hukum Islam berlaku bagi orang islam dimanapun ia berada
dan apapun nasionalitasnya. H. KN. Sofyan Hasan, Hukum Islam, Bekal Pengantar llmu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia, Literata Lintas Media, Jakarta, 2004, him. 127.

:‘l’ ki:at (dgs. Al-Maidah: 48,

mad Wardi Muslich, Pengantar dan As j ikih Ji, i
s, e, S0t h, g as Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah, Sinar
2 Ibid. him. 7

13 pendapat dari Imam Al-Mawardi.



mana diadakan tindakan penghukuman. 4 Berdasarkan pengertian tersebut suatu
perbuatan dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-
undang dan diancam dengan hukuman.

Hukum pidana Islam memandang hukuman mati sebagai bentuk hukuman
maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat.!> Hal tersebut menunjukkan bahwa
hukum pidana Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan
tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan
individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar
kemanusiaan. Hukuman maksimal tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika
dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.
Sama halnya dengan Indonesia yang memberlakukan hukuman mati sebagai upaya
pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati memberikan efek jera
terhadap orang-orang lain yang mengetahuinya dan khususnya hal ini tidak lagi
terulang oleh orang yang sama.'® Efek jera bukanlah cara yang paling bagus tetapi
hukuman paling buruk yang mengarah kepada balas dendam di mana terdapat motif
preventif, yakni agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman.

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa hukuman mati pada hakikatnya
bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat,

tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir, seperti halnya amputasi dalam

* Ahmad Wardi Muslich, Op cit, him. 10
'3 Lihat QS. Al-Baqarah: 179.

16
J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara P il H : .
2007, him. 103 gara Pancasila, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
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kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai
sarana pengobatan terakhir. Dengan demikian, hukum pidana positif dan hukum
pidana Islam memiliki kesamaan dalam hal hukumannya bahwa hukuman mati
merupakan hukuman maksimal terhadap suatu tindak pidana tertentu. Hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif sama-sama menerapkan hukuman mati, tetapi
terdapat perbedaan dalam penerapannya.

Ditinjau dari segi berat ringan hukumannya jarimah terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah gishash dan diat, dan jarimah ta zir.'" Ketiga
macam jarimah tersebut merupakan materi pembahasan di dalam hukum pidana
Islam. Di antara ketiga jenis jarimah tersebut gishash adalah bentuk hukuman
maksimal yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu hukuman
mati. Ibrahim Unais memberikan definisi bahwa gishash adalah menjatuhkan
hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Karena perbuatan yang
dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka
hukuman setimpal adalah dibuquh atau hukuman mati.'® Sedangkan menurut istilah

syara’ gishash adalah ancaman hukuman yang memberikan balasan kepada pelaku

sesuai dengan perbuatannya.'®

7 Ahmad Wardi Muslich
18 Ibid.
 1bid,

, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. x.



Qishash diwajibkan Allah SWT untuk kemaslahatan dan kehidupan
manusia.?’ Turunnya ayat-ayat tentang qgishash dilatarbelakangi oleh perintah Allah
untuk menghormati nyawa manusia atau larangan Allah untuk sikap/tindakan tidak
menghormati nyawa manusia. Karena dengan memelihara nyawa manusia merupakan
salah satu tujuan utama dari tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT.*
Ketentuan hukum tentang pidana mati diatur didalam Al-quran dan As-Sunnah. Ayat-
ayat di dalam Al-quran yang menjadi dasar hukum berlakunya gishash yaitu, Al-
Bagarah: 178-179, Al-Maidah: 32, 45 dan 73, An-Nissa’: 92-93, Al-Furqan: 68, Al-
An’aam: 151 serta hadits-hadits yang terdapat didalam sunnah Nabi Muhammad
SAW.2

‘Berdasarkan haknya gishash digolongkan sebagai hak manusia/individu, maka
hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh pihak korban atau
keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Hal ini
berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 178 :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita
dengan wanita. Maka barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah
(vang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (vang diberi

maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

20 .
Muhammad Amin Sukma, Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prosfek dan Tant
Pustaka Firdaus, Artikel, H.M. Abduh Malik, Jakarta, 2001, him. 90 g Prosfe angan,
Ibid. him. 91

2 7ainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, him. 25



10

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari T whan kamu dan suatu rahmat.
Barang siapa yang melampaui batas semudah itu, baginya siksa yang sangat
pedih.®.

Menurut Syariat Islam, gishash dijadikan sebagai sanksi pidana untuk
pembunuhan yang disengaja. Sanksi yang diberikan ialah orang yang melakukan
kesalahan itu, disiksa dengan siksaan yang seimbang dengan perbuatannya terhadap
orang lain yang dianiaya.?* Hal tersebut menjelaskan bahwa gishash sangat berbeda
dengan jarimah hudud dan ta’zir. Di dalam pelaksanaan hukuman gishash peran
pihak keluarga korban sangat diperlukan. Pihak korbanlah yang memiliki kewajiban
untuk melakukan gishash atau memberikan pemaafan terhadap pelaku dari tindak
pidana. Jika pihak keluarga memberikan pemaafan dan pelaku tersebut membayar
diyat kepada pihak korban tersebut maka gishash dapat dihapuskan (gugur). Unsur
pemaafan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam merupakan perbedaan antara
hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis mencoba mengkajinya secara
normatif mengenai perbedaan penerapan hukuman mati antara hukum pidana positif
dengan hukum pidana Islam. Berkenaan dengan materi latar belakang tersebut,

penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

" ® A. Djazuli, Figh Jinayah, Upaya M langi Kejah dal.
. 3 enan an ejahata j
Grafindo Persada, Jakarta, 1996, him. 151 SElngs Syehuin Pakm Tam, PT R

24
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pidana Mati Dal j
Rizki Putra, Semarang ,1998, him. 17, qy i Dalam Syariat Islam, PT. Pustaka
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judul : “Pemberian Maaf Pihak Keluarga Korban Terhadap Terpidana

Hukuman Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)”.

1.2 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan permasalahan,
yaitu sebagai berikut :

1. Apakah bentuk penghukuman didalam jarimah hudud, jarimah qishash dan
diyat dan jarimah takzir mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kor‘xsep
hukum pidana positif ?

2. Bagaimana pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

terhadap pengampunan/pemaafan dari pihak korban dalam hal pidana mati ?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan bentuk penghukuman di dalam
Jarimah hudud, jarimah gishash dan diyat dan jarimah takzir dengan konsep
hukum pidana positif.

2. Untuk menjelaskan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

terhadap pemaafan dari pihak keluarga korban dalam hal pidana mati.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan ilmu hukum Islam khususnya
mengenai pidana mati dalam perspektif hukum Positif Indonesia dan hukum
Islam.

2.  Diharapkan membantu penelitian lain untuk menambah referensi bagi mereka
yang tertarik pada materi ini.

Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok
bahasan yang dikaji untuk meningkatkan

2.  Diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang hukum terutama

hukum pidana Islam.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan ini yaitu bahwa didalam hukum pidana Positif
dan hukum pidana Islam dikenal adanya pidana mati, yang sangat berbeda mengenai
penerapannya. Sebagaimana diketahui hukum pidana positif merupakan suatu hukum
peninggalan zaman Kolonial Belanda yang sangat berbeda dengan hukum pidana
Islam. Pasal 10 KUHP telah mengatur secara normatif tentang pidana mati.
Sedangkan didalam hukum pidana Islam diatur didalam Al-Quran dan As-Sunnah

sebagai sumber utama hukum pidana Islam. Pidana mati didalam hukum pidana
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positif dan hukum pidana Islam merupakan hukuman maksimal bagi terdakwa yang
melakukan suatu tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan
individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar
kemanusiaan. Dalam penulisan ini akan membahas lebih dalam permasalahan

mengenai pemaafan yang diberikan pihak keluarga korban dalam hal pidana mati.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dan sebagai

- pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu obyek

yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan yaitu dengan cara
mengumpulkan, menyusun dan menginterprestasikan data-data untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya
akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah.?’

Di dalam dunia penelitian hukum dikenal beberapa jenis atau macam dan tipe
penelitian. Penentuan atau jenis penelitian menjadi penting karena erat kaitannya
dengan sistematika dan metode serta analisa data yang akan digunakan atau dilakukan
dalam setiap penelitian. 2 Pada umumnya metode atau teknis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

B Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Ul-Press, Jakarta,
2006, him. 3

% Usmawadi, Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. “Petunjuk Penulisan

llmiah Bidang Hukum”. Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwij
2012. him. 244 tsitas Sriwijaya, Palembang,
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1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenisnya penelitian hukum yang dilakukan termasuk jenis
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier <
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perbandingan hukum,
dengan cara membandingkan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.
Untuk mencari perbedaan tentang pidana mati dan penerapannya antara hukum
pidana positif dan hukum pidana Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh
dari pustaka, antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara
yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan peraturan
lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

z Soejono Soekanto, Op.cit, him. 251
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4. Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek kajian
5. Surat-surat Al-Quran yang terkait dengan objek kajian, yaitu Al-Bagarah:
178-179, Al-Maidah: 32, 45 dan 73, An-Nissa’: 92-93, Al-Furqan: 68, Al-
An’aam: 151 serta hadits-hadits yang terdapat didalam sunnah Nabi
Muhammad SAW.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana, buku-buku tentang
hukum pidana Islam, artikel ilmiah, kasus-kasus hukum yang relevan dengan
penelitian ini, hasil-hasil dari penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan
sebagainya.
c) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum,
kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam
penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventirisasi
peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan

yang mengandung sudut pandang yang berbeda.



16

5. Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis bahan tergantung dengan jenis bahan tersebut, apakah secara
kualitatif atau kuantitatif. Bentuk yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara
kualitatif. Analisis secara kualitatif digunakan apabila data diperoleh berupa
keterangan dan bahan-bahan tulisan.?®
6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang
disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara
deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang

sebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih

khusus.”

28 Ibid. him. 294

29
B " :
- ambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,
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1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi empat bab. Adapun

sistematika dari penulisan ini sebagai berikut :

BablI:

Bab II:

Bab III:

Bab IV:

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang
lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Berisikan tentang tinjauan pustaka yang memberikan uraian mengenai
pengaturan pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana
positif, menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan asas-asas
penerapan hukuman mati berdasarkan hukum pidana positif dan hukum
pidana Islam.

Berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan yaitu untuk
menjelaskan persamaan dan perbedaan bentuk penghukuman di dalam
hukum pidana Islam (jarimah hudud, jarimah gishash dan diyat dan
Jarimah takzir) dengan konsep hukum pidana positif serta untuk
menjelaskan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

terhadap pemaafan dari pihak keluarga korban dalam hal pidana mati.

Berisikan tentang penutup mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan

pembahasan permasalahan yang diteliti.
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